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Quo Vadis Masyarakat Sipil
Juga?



Muhammadiyah & NU: Civic Islam

Indonesia’s future as a democratic and pluralist state 
depended on the ascendance and continued vitality 

of this “civil pluralist” tradition in Islam – which, 
among other things, “[denied] the wisdom of a 

monolithic ‘Islamic’ state”, backed democratic reform 
and “[embraced] the ideals of civil society” 

(Brown 2019, 397; Hefner 2000, 12)



Religious Civil Society

● Institutional check on state power
● Vehicle for social cohesion among the citizenry
● Engaging in policy advocacy & activism outside 

state structures
● Being autonomous of the state
● [Denied] the wisdom of a monolithic ‘Islamic’ state
● Backed democratic reform 



Three Issues

● Jihad Konstitusi

● RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi

● The banning of the Indonesian Hizbut Tahrir (HTI) & Perppu
No. 2/2017

● PP No 25/2024 tentang Pemberian Konsesi Tambang kepada
Ormas Keagamaan

So influential

Muhammadiyah and NU can effectively “limit the 
ability of the state and political parties to set the 

agenda and mobilise Islam in certain ways” (Ufen
2009, 310)



UU Anti-Pornografi

● Perdebatan tentang RUU Pornografi & Pornoaksi: 1) Draft 
awal RUU APP (4 Feb 2006): 11 bab dan 93 pasal; 2) Draft 
kedua: 8 bab & 82 pasal; 3) Draft final (23 Sep 2008): 8 bab & 
44 pasal.

● Peran Muhammadiyah: 1. Memediasi serangkaian pertemuan
antara legislator, pemimpin agama, dan aktivis LSM; 2. 
Mengajukan revisi draft RUU; 3. Menggunakan pengaruhnya
mengajak anggota legislator menerima draft yang sudah
disederhanakan / dipotong [menyempitkan skop pornografi]. 

● Poin penting yang dihilangkan adalag pembentukan Badan
Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN), penegakan
di tingkat provinsi / daerah, dan “pornoaksi” tak masuk.



Jihad Konstitusi
● Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tertanggal 13 November 2012 tentang uji materi

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. "Muhammadiyah menyimpulkan adanya distorsi dan deviasi dari
cita-cita nasional dalam UU Migas… UU Migas membuka pihak asing masuk menguasai sektor migas."

● Melalui jihad konstitusi, Muhammadiyah mengoreksi setiap undang-undang yang dianggap menabrak
Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 tentang Kedaulatan Ekonomi.

● Muhammadiyah telah menginventarisasi, sedikitnya 115 undang-undang yang melanggar konstitusi, 
terutama Pasal 33 UUD 1945. Empat sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni UU No 
22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan UU No 7 Tahun 2004 tentang Rumah
Sakit.

● Selain empat UU itu, Muhammadiyah juga mengajukan permohonan uji materi UU No 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No 24 
Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Selanjutnya, harus ditempuh
melalui jalur yang tidak berisik krn perjuangan hukum yang berisik membuat poltik bisa mengintervensi
hukum.



Perppu No. 2/2017
● Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

● Pernyatan Sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 364/PER.I.O/A/2017: Pembubaran
Ormas tanpa proses pengadilan dan pentingnya kriteria yang  jelas mengenai hal-hal yang 
disebut paham dan gerakan maupun tindakan yang bertentangan dan/atau anti 
Pancasila. Tindakan hukum berupa pembekuan atau pembubaran Ormas tersebut
semestinya dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum serta bukan atas
dasar negara kekuasaan sebagaimana termaktub dalam pasal 1  ayat (3) UUD 1945 serta
pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang  spirit konstitusi dasar tersebut telah direpresentasikan
dalam Undang-Undang Ormas Nomor 17  Tahun 2013.

● Sama dengan Pernyataan Sikap Bersama YLBHI atas “Penerbitan PERPPU No 2/2017 
Tentang Perubahan Atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”: kesalahan
prosedural, membatasi kebebasan, arogansi negara dengan meniadakan proses hukum, 
menambah ketentuan pidana “penistaan agama”, melanggengkan pasal karet penodaan
agama.



Konsesi Tambang

● Berbagai perdebatan telah terjadi: Fiqh atau ideologi? (Ulil vs Pribadi, 
Maftuhin, Wahid, dll), Post-secular & dekolonisasi (Suaedy), prosperity vs 
planet sustainability, dst.

● “Fikih dalam diskursus kontemporer, khususnya dalam perspektif
Muhammadiyah, tidak hanya sekadar kalkulasi maslahat-mafsadat…tidak
hanya sekadar tentang persoalan furu’ (al-ahkam al-far’iyyah)… tiga norma
berjenjang. Norma yang paling tinggi oleh Muhammadiyah disebut sebagai al-
qiyam al-asasiyyah atau nilai-nilai dasar. Norma di bawahnya adalah al-ushul
al-kulliyyah atau prinsip-prinsip umum” (NAF Fauzi 2024).

● Kita semakin kehilangan suara kritis civil society sejak Jokowi beraliansi
dengan ormas-ormas keagamaan.
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